Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

. 1.

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan
dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004
Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



Menetapkan :

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 31);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun
20106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
Dan

BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sejumlah
Rp1.251.502.062.607,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.
2.

3.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendapatan Daerah Rp1.149.124.756.656,00

Belanja Daerah Rp1.251.502.062.607,00
Surplus/ (Defisit) (Rp102.377.305.951,00)

Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp102.377.305.951,00

b. Pengeluaran Rp0,00
Pembiayaan Netto Rp102.377.305.951,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan Rp0,00

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sejumlah
Rp1.149.124.756.656,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp68.352.858.056,00
b. Dana Perimbangan Rp867.965.374.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp212.806.524.600,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sejumlah Rp68.352.858.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah Rp9.787.931.056,00
b. Hasil Retribusi Daerah Rp1.782.840.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Rp14.600.500.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp42.181.587.000,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah
Rp867.965.374.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp423.774.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum Rp392.613.124.000,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp51.578.250.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ sejumlah Rp212.806.524.600,00 dengan rincian sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

a. Pendapatan Hibah Rp13.295.560.000,00

b. Dana Darurat Rp0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya Rp70.232.861.600,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp0,00
e. Pendapatan Lainnya Rp129.278.103.000,00

Pasal 3
Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sejumlah
Rp1.251.502.062.607,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Tidak Langsung Rp655.694.608.154,00
b. Belanja Langsung Rp595.807.454.453,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sejumlah Rp655.694.608.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai Rp390.018.949.454,00
b. Belanja Bunga Rp0,00
c. Belanja Subsidi Rp0,00
d. Belanja Hibah Rp48.141.549.900,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp5.360.650.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp1.145.438.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

h. Belanja Tidak Terduga Rp3.000.000.000,00

Rp208.028.020.800,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah
Rp595.807.454.453,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai Rp23.558.380.546,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp417.598.189.362,00

c. Belanja Modal Rp154.650.884.545,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sejumlah
Rp102.377.305.951,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Rp102.377.305.951,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah
Rp102.377.305.951,00 dengan rincian sebagai berikut:



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Rp102.377.305.951,00
b. Pencairan dana Cadangan Rp0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan Rp0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp0,00
e. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Rp0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah Rp0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp0,00

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp0,00

c. Pembayaran Pokok Utang Rp0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp0,00
Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Balangan dapat melakukan pengeluaran anggaran

atas beban APBD untuk keperluan keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk

keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya bersumber

dari Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

mencukupi maka, menggunakan:

a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
lainnya

b. Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan,
Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib,

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten
Balangan dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Balangan
dan/atau masyarakat.



(6)

(7)

(8)

9)

(10)

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD
dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah
Kabupaten Balangan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini dengan melakukan perubahan peraturan bupati
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 atau
dituangkan dalam LRA apabila Pemerintah Kabupaten Balangan tidak
melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 atau setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan alokasi anggaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak diatur dalam Peraturan
Bupati Balangan.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

0 ® N o

Lampiran I Ringkasan APBD

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi

Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah.
Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya.



11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini.
12. Lampiran XII =~ Daftar Dana Cadangan.
13. Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 17 Desember 2019

NGAN,

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 17 Desember 2019
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Lampiran I Peraturan Daerah
09 TAHUN 2019
17 Desember 2019

Nomor

Tanggal

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN JUMLAH
1 2 3

1 PENDAPATAN 1.149.124.756.656,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 68.352.858.056,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 9.787.931.056,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.782.840.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.600.500.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.181.587.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 867.965.374.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 423.774.000.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 392.613.124.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 51.578.250.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 212.806.524.600,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 13.295.560.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 70.232.861.600,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya 129.278.103.000,00
2 BELANJA 1.251.502.062.607,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 655.694.608.154,00
2.1.1 Belanja Pegawai 390.018.949.454,00
2.1.4 Belanja Hibah 48.141.549.900,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.360.650.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.145.438.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 208.028.020.800,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 595.807.454.453,00
L2, Belanja Pegawai 23.558.380.546,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 417.598.189.362,00
2.2.3 Belanja Modal 154.650.884.545,00
SURPLUS / (DEFISIT) (102.377.305.951,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 102.377.305.951,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 102.377.305.951,00

PEMBIAYAAN NETTO

102.377.305.951,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
/.;//;4—" = D Paringin, 17 Desember 2019
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Lampiran IIa Peraturan Daerah

Nomor : 09 TAHUN 2019
Tanggal : 17 Desember 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN BELANJA
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 50.000.000,00 190.253.374.831,00 62.301.461.841,00 252.554.836.672,00

1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 50.000.000,00 190.253.374.831,00 61.125.109.841,00 251.378.484.672,00

2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 0,00 0,00 1.176.352.000,00 1.176.352.000,00
1.02.01 DINAS KESEHATAN 35.197.187.000,00 48.847.884.764,00 103.641.525.983,00 152.489.410.747,00

1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 35.197.187.000,00 48.847.884.764,00 103.641.525.983,00 152.489.410.747,00
1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 105.000.000,00 4.717.289.246,00 110.238.600.000,00 114.955.889.246,00

1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 105.000.000,00 4.717.289.246,00 110.238.600.000,00 114.955.889.246,00
1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 0,00 2.524.845.949,00 11.989.360.000,00 14.514.205.949,00

1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0,00 2.524.845.949,00 11.505.760.000,00 14.030.605.949,00

2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 0,00 0,00 483.600.000,00 483.600.000,00
1.05.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 2.110.264.968,00 5.338.180.000,00 7.448.444.968,00

1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 2.110.264.968,00 5.338.180.000,00 7.448.444.968,00
1.05.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 2.262.817.268,00 11.250.000.000,00 13.512.817.268,00

1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 2.262.817.268,00 11.250.000.000,00 13.512.817.268,00
1.05.03 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 6.045.677.048,00 11.183.839.980,00 17.229.517.028,00

1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 0,00 6.045.677.048,00 11.183.839.980,00 17.229.517.028,00
1.06.01 DINAS SOSIAL 0,00 3.000.025.911,00 6.517.640.000,00 9.517.665.911,00

1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 0,00 3.000.025.911,00 6.517.640.000,00 9.517.665.911,00
2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 2.847.950.400,00 16.100.000.000,00 18.947.950.400,00

2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 0,00 2.847.950.400,00 15.102.166.000,00 17.950.116.400,00

3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi 0,00 0,00 997.834.000,00 997.834.000,00
2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 2.112.469.263,00 2.300.000.000,00 4.412.469.263,00

2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 2.112.469.263,00 2.300.000.000,00 4.412.469.263,00
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BELANJA

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 2.404.058.925,00 8.196.000.000,00 10.600.058.925,00
2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 0,00 2.404.058.925,00 8.196.000.000,00 10.600.058.925,00
2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 356.000.000,00 3.199.500.700,00 8.774.050.000,00 11.973.550.700,00
2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 356.000.000,00 3.199.500.700,00 8.774.050.000,00 11.973.550.700,00
2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 3.051.700.000,00 2.032.880.000,00 5.084.580.000,00
2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 3.051.700.000,00 2.032.880.000,00 5.084.580.000,00
2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 3.032.409.021,00 9.597.370.000,00 12.629.779.021,00
2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 3.032.409.021,00 9.597.370.000,00 12.629.779.021,00
2.08.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 2.760.340.277,00 2.299.040.000,00 5.059.380.277,00
2.08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 2.760.340.277,00 2.299.040.000,00 5.059.380.277,00
2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 136.000.000,00 2.580.510.000,00 10.103.480.000,00 12.683.990.000,00
2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 136.000.000,00 2.580.510.000,00 10.103.480.000,00 12.683.990.000,00
2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 43.500.000,00 3.077.221.441,00 13.400.000.000,00 16.477.221.441,00
2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 43.500.000,00 3.077.221.441,00 13.081.310.000,00 16.158.531.441,00
2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik 0,00 0,00 303.950.000,00 303.950.000,00
2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian 0,00 0,00 14.740.000,00 14.740.000,00
2.11.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL/MIKRO DAN PERINDUSTRIAN 0,00 1.930.787.763,00 3.511.260.000,00 5.442.047.763,00
2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 1.930.787.763,00 2.326.260.000,00 4.257.047.763,00
3.07 Urusan Pilihan Perindustrian 0,00 0,00 1.185.000.000,00 1.185.000.000,00
2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 50.000.000,00 3.722.569.275,00 2.644.280.000,00 6.366.849.275,00
2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 50.000.000,00 3.722.569.275,00 2.644.280.000,00 6.366.849.275,00
2.13.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 2.601.300.603,00 5.099.994.010,00 7.701.294.613,00
2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 2.601.300.603,00 5.099.994.010,00 7.701.294.613,00
2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN 0,00 3.013.056.710,00 3.117.260.000,00 6.130.316.710,00
2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 0,00 3.013.056.710,00 3.117.260.000,00 6.130.316.710,00
2.18.01 DINAS KEARSIPAN 0,00 2.297.200.000,00 2.277.680.000,00 4.574.880.000,00
2.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan 0,00 2.297.200.000,00 2.277.680.000,00 4.574.880.000,00
3.01.01 DINAS PERIKANAN 125.000.000,00 2.026.940.060,00 5.850.000.000,00 7.876.940.060,00
3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 125.000.000,00 2.026.940.060,00 5.850.000.000,00 7.876.940.060,00
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KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
3.02.01 DINAS PARIWISATA 0,00 1.866.724.765,00 3.517.420.000,00 5.384.144.765,00
3.02 Urusan Pilihan Pariwisata 0,00 1.866.724.765,00 3.517.420.000,00 5.384.144.765,00
3.03.01 DINAS PERTANIAN 0,00 9.678.798.495,00 32.113.800.000,00 41.792.598.495,00
3.03 Urusan Pilihan Pertanian 0,00 9.678.798.495,00 32.113.800.000,00 41.792.598.495,00
3.06.01 DINAS PERDAGANGAN 223.100.000,00 2.330.400.000,00 2.539.000.000,00 4.869.400.000,00
3.06 Urusan Pilihan Perdagangan 223.100.000,00 2.330.400.000,00 2.539.000.000,00 4.869.400.000,00
4.01.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 0,00 13.293.539.570,00 0,00 13.293.539.570,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 13.293.539.570,00 0,00 13.293.539.570,00
4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 0,00 582.647.708,00 0,00 582.647.708,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 582.647.708,00 0,00 582.647.708,00
4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 255.000.000,00 12.634.915.580,00 50.799.205.000,00 63.434.120.580,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 255.000.000,00 12.634.915.580,00 50.799.205.000,00 63.434.120.580,00
4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 0,00 2.760.074.951,00 30.000.000.000,00 32.760.074.951,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 0,00 2.760.074.951,00 30.000.000.000,00 32.760.074.951,00
4.01.05 KECAMATAN LAMPIHONG 36.500.000,00 2.877.766.695,00 1.757.680.000,00 4.635.446.695,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 36.500.000,00 2.877.766.695,00 1.757.680.000,00 4.635.446.695,00
4.01.06 KECAMATAN BATUMANDI 113.000.000,00 2.396.237.075,00 1.761.160.000,00 4.157.397.075,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 113.000.000,00 2.396.237.075,00 1.761.160.000,00 4.157.397.075,00
4.01.07 KECAMATAN AWAYAN 21.400.000,00 2.577.399.911,00 1.768.480.000,00 4.345.879.911,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 21.400.000,00 2.577.399.911,00 1.768.480.000,00 4.345.879.911,00
4.01.08 KECAMATAN HALONG 63.240.000,00 2.390.662.000,00 1.766.920.000,00 4.157.582.000,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 63.240.000,00 2.390.662.000,00 1.766.920.000,00 4.157.582.000,00
4.01.09 KECAMATAN JUAI 7.500.000,00 1.937.782.867,00 1.767.040.000,00 3.704.822.867,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 7.500.000,00 1.937.782.867,00 1.767.040.000,00 3.704.822.867,00
4.01.10 KECAMATAN PARINGIN 75.000.000,00 2.989.871.179,00 4.698.030.039,00 7.687.901.218,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 75.000.000,00 2.989.871.179,00 4.698.030.039,00 7.687.901.218,00
4.01.11 KECAMATAN TEBING TINGGI 2.000.000,00 1.569.317.838,00 1.775.920.000,00 3.345.237.838,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 2.000.000,00 1.569.317.838,00 1.775.920.000,00 3.345.237.838,00
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4.01.12 KECAMATAN PARINGIN SELATAN 5.000.000,00 2.479.184.073,00 3.153.715.000,00 5.632.899.073,00
4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 5.000.000,00 2.479.184.073,00 3.153.715.000,00 5.632.899.073,00
4.02.01 INSPEKTORAT KABUPATEN 0,00 3.556.103.557,00 5.907.787.000,00 9.463.890.557,00
4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 0,00 3.556.103.557,00 5.907.787.000,00 9.463.890.557,00
4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 2.639.810.166,00 9.900.147.000,00 12.539.957.166,00
4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 0,00 2.639.810.166,00 9.900.147.000,00 12.539.957.166,00
4.04.01 BADAN KEUANGAN DAERAH 1.112.260.329.656,00 281.954.993.975,00 15.945.228.600,00 297.900.222.575,00
4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 1.112.260.329.656,00 281.954.993.975,00 15.945.228.600,00 297.900.222.575,00
4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 2.751.464.626,00 5.200.300.000,00 7.951.764.626,00
4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 0,00 2.751.464.626,00 3.092.027.300,00 5.843.491.926,00
4.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 2.108.272.700,00 2.108.272.700,00
4.07.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 2.006.718.700,00 3.671.720.000,00 5.678.438.700,00
4.07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan 0,00 2.006.718.700,00 3.671.720.000,00 5.678.438.700,00

JUMLAH

1.149.124.756.656,00

655.694.608.154,00

595.807.454.453,00

1.251.502.062.607,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(102.377.305.951,00)
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PEMBIAYAAN

KODE SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
1 2 3 4 5 6
4.04.01 BADAN KEUANGAN DAERAH 102.377.305.951,00 0,00 102.377.305.951,00
4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 102.377.305.951,00 0,00 102.377.305.951,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00
. T ———T
’/// ' A 'ha in, 17 Desember 2019
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2019, perlu
disusun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Balangan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



10.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adinistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial



19.

20.

21.

22.

23.

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun
2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 550);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun

2016 Nomor 14);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2019 Nomor 9);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah
Rp1.251.502.062.607,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1)
2).
3)

7).

8).

Belanja Pegawai
Belanja Bunga

Belanja Subsidi
Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa

Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Rp68.352.858.056,00
Rp867.965.374.000,00
Rp212.806.524.600,00

Rp1.149.124.756.656,00

Rp390.018.949.454,00
Rp0,00

Rp0,00
Rp48.141.549.900,00
Rp5.360.650.000,00

Rp1.145.438.000,00

Rp208.028.020.800,00

Rp3.000.000.000,00

Rp655.694.608.154,00

Rp23.558.380.546,00
Rp417.598.189.362,00
Rp154.650.884.545,00

Rp595.807.454.453,00

Rp102.377.305.951,00
Rp0,00

Rp102.377.305.951,00

Rp0,00



Pasal 2
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 17 Desember 2019

Diundangkan di Paringin

Pada tanggal 17 Desember 2019
—

e ——
T .

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 59



Lampiran I Peraturan Bupati

Nomor : 59 TAHUN 2019
Tanggal 1 17 Desember 2019
BALANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
URAIAN JUMLAH
1 2 3

1 PENDAPATAN 1.149.124.756.656,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 68.352.858.056,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 9.787.931.056,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.782.840.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.600.500.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 42.181.587.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 867.965.374.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 423.774.000.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 392.613.124.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 51.578.250.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 212.806.524.600,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 13.295.560.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 70.232.861.600,00
1.3.6 Pendapatan Lainnya 129.278.103.000,00
2 BELANJA 1.251.502.062.607,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 655.694.608.154,00
2.1.1 Belanja Pegawai 390.018.949.454,00
2.1.4 Belanja Hibah 48.141.549.900,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 5.360.650.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.145.438.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 208.028.020.800,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 595.807.454.453,00
2.2.1 Belanja Pegawai 23.558.380.546,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 417.598.189.362,00
2.2.3 Belanja Modal 154.650.884.545,00
SURPLUS / (DEFISIT) (102.377.305.951,00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 102.377.305.951,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 102.377.305.951,00
PEMBIAYAAN NETTO 102.377.305.951,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

RINGKASAN PENJABARAN APBD Halaman 1






